PERATURAK DAERAH PROPINSIIDAERAH TINGKAT T JAMBI
/ NOMOR s 11 TAHUN 1981,
» TENTANG

TENTANG PEMILIHAN , PENGESAHAN , PENGANCKATAN

PEMBERHENTTAN SEMENTARA DAN PEMBERHERHENTIAN
KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

Semizbang ¢ Dohwa scbogai Peloksanaon ketentuan pasal 5 ayat (2) Undang =
: undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintehan Desa, dipandang
perlu untuk menetapken Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat
I Jambi tentang Tata Cara Pemilihan, Pengeschany Pengangkatan=
Perberhentian Scmentara dan Pemberhentian Kepala Desa.

Memzingat ¢ 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 (Lemberan Negara Tshun =
1958 1l0.112) tentang Perbentukan Daerah Swatantra Tingkat I
Janbi.

2. Undang=undeng No.5 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 -
No. 38, Tambehan Lembaran Negara RI No.3037) tentang Pokok-
pokok Pemerintohan Di Dacrah.

3s Undang~undang No.8 Tahun 1974 (Lermbaran Negara Tahun 1974 -
Noe55, Tambcohan Lenbaran Negara No.3041) tentang Pokok=po =
kok Kepegawaian.

4s Undang-undang No.5 Tahun 1979 (Lembaran Negara Tahun 1979 -
No.56, Tambshan Lembaran Negara No.3153) tentang Pemerintch
an Desa.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Noe1 Tahun 1981 tentang susy
non Orgonisasi dan Tata Kerja Pemerintahon Desa dan Perang-
kat Desa 3

6« Peraturan Menkerl Dalom hegefl Noe2 Tohun 1981 tentang Peme-
bentukan Lenbaga Musyawaraoh Desa 3

Te Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 1981 tentang Kepu
tusan Desa,

8+ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nd.6 Tahun 1981 tentang Tata
cara Pemilihan, Pengeschan, Pengangkatan, Pemberhentian Se-
mentara dan Pemberhentian Kepala Deste

Dengan persetujuan Dewan Perwakilon Rakyat Daerah Propinsi Dae
rah Tingkat I Jambi.
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¢ Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jamt i tentang Tata
cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkata, Penberhention Semen
tara dan PeMberhentian Kepala Desa,

Dalam Peraturan Daerch ini yang dimaksu ' denga s
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

R

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah “ropins Dacrah Tingkat
I Jambi. ,
Kepala Daerah adalah Bubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi
Kepala Daerah Tingkat II adalah Bupaﬁi/Walilotamadya Kepala
Daerah dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Camat adalah Camat Kepala Wilayah - Kecamatar delem Propinsi
Daerah Tingkat I Jambi. v

Desa adalsh suatu Uilayah yang ditem ati alch sejurlah Pen=
duduk gebagai kesatuan Masyarakat te:masuk (i delamnya kesg
tuan masyarakat hukum yang HMempunyai Organicasi Pemerintahe
an terrendah langsung dibawsh Camat -.an beriak menyelenggae
raken rumsh tangganya sendiri dalam skatan liegara Kesatuan-

Republik Indonesia.

4

(2).

(3).
(4).

Lembaga Musyawapah Desa adalsh Musya:areh/m fakat yang masya

krakat/keanggotaannya terdiri dari kerala=ke ala Dusun, Pime
" pinan Lenbaga=lemgaga Kemasyarekatan dan Peruka=pemuka masya

rakat di Desa yang Bersangkutan.

. BAB II
RAPAT LEVBAGA MUSYAWARAH DESA

Pasal 2

Sebelum diadakan pemilihan Kepala Dera, Lem! aga Musyawarah =

Desa mengadakan rapat yang dipimpin cleh Kejala Desa atau Pe

Jjabat Kepala Desa sebagai Ketua Lemb- za Mus: awarsh Desa un -

tuk

@e menyusun Panitia Pencalonan dan ! claksarnan Pemilihan Ke
pala Desa dan mengajukannya kepaia Bupa%i/ﬁalikotamadya—
Kepala Daerah Tingkat IT melalui Camet 1abuk mendapatkan

. pengesahan.
be membahas mengenai rencana biaya memilih:n,

Hasil rapat Lenbaga MusyawarahADesa scbagaimana dimaksud da-
lam ayat (1), baru dapat dilaksaonakar setelrh mendapat penge
sahan dari Bupati/Walikotamadya Kepa'la Dacr:h Tingkat II.

Rapat LEBrbaga Musyawarsh Desa sebaga’mana d’ maksud dalam -
ayat (1), dihadiri oleh Camat selaku Ketua Tanitia Pengawas.

Dalam Rapat Lembaga Musyawarah Desa cebagair ana dimpksud da-
lam ayat (3), Camat memberikan penjelasan kepada para anggoe
ta Lembaga Musyawarsh Desa, yang dia.ggap perlu untuk diketg
hui oleh Masyarakat mengenai hal-hal vang berhubungan dengan
peleoksanaan pemilihan Kepala Desa,

T:’ClBIII.«».g‘-tc.c.--oon.
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Sebelum da.laksmckcm pemﬁ.l.:.lu an Kepala Desa, Bupatz./‘rlal:.l otamadya
Kepala-Daerah Tifgkat' 1l mérbéntuk Panitia Pemiliham Kepald Desa
vang terdiri dari 3

ez zBam*bla i?eqcajbna& ¢
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ihi ?Penculonun dan pelarsana femla_han

« mengadaken pendaftaran pemilihan.g. - ...

i 7Y% Tménelitidan méngajukan- daf%:ﬂr pemillhankepadu panlth
.. Pengawas untuk disahkan 3 - -

ii o menerima den meneliyi persayxatan adm:.mstras;. baka'! -

©“calon i{epala Desa untuk kemudian diteruskan kepada Pani

'bla Penelltw -dan Pengugi melalui Ketuz Panitia Pengawas,
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be

menﬂajuk:m rencana Llaya pemilihon 3»

menyi: phan kartu suara atay vang eJenlsnya sesuai dengan
daftar p vlln vang telah disahkar. ;

mengawucan rencana tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan
Suara Knpada Eetua Panitia Pﬂngaw< S 3

meng’"umkan deagan pengumiman ya;g terouka Nama=nama cglon
dan daftar pemilih yang sudahr dis:hkan 3

mengadakan persiapan untuk menjamjn Supaya pelaksanaan pemk'
lihan Kepala Desa -berjalan dengan tertin, lancur, aman  dane
teratur 3

melaksana kqn pemungutan suars 5

merbuat berita acars Jalannya pemilihan dan berita acara
perhltun&ar Quara, serta mengirimkan kedua berlta acargm
dimakdud hepaua Bupatj/dallkﬁtamacyﬁ Kevala Daerah Tinge

- kat IT melalui Camat, disertai laroran velaksansan pemia

lihan dan dan bertanggung jawaban oiaya pemlllhaﬁ Kepala

‘Desa.

2 e

Ville

Panitia Pengawas 3

Dengawasi proses pelaksanaarn pencgleﬁg‘ Kepala Desa
mengesshkan daftar penmilih ;
menerima dan meneliti daftar bakal calon Kepala Desa

beserﬁa persyaratannya dan hasiLnya dikirimkan kepada
dan Fengujii s .
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mengawasi pelaksanaan penilihan Kepala Desa dan ‘mengam
bil lapmkaﬂ-*angxah Pengamar.an yclg diperkukan ;
memeriksa serua kegiatan Panitia “encalonan dan'Pelakm
naan PemiliA«

menberkan petunjuk=petunjuk tehnic pelaksanaan pemili-
han Kepala Desa 3 .
mengkoordiniy rapat-rapat Panitia Pencalonén dan Pelak
Sana Pemilihan ;

rerberikan saran dan pertimbangan kepada.Panitia PeneF_
Tltl dar Pe guii , ; oo
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Ca Panitia Peneliti dan Penguji :

s meneliti daftar bakal calon Kepala Desa dan persyaratannya

serta menberikan pertimbangan-pertinbangan mengenai bakal—
calon Kepala Desa dimaksud kepada Bupati/Walikotamadysa Kee
rala Daerah Tingkat IT untuk ditetapkan sebagai bakal ca =

lon Kepala Desa yang berhak mengikuti ujian penyaringan ;

iie. zelaksanakan ujian penyaringan bakal calon Kepala Desa dan
Denyampaikan hasilnya kepada Bupati/Walikotamaéya'Kepala -
Daerah Tingkat II untuk ditetapkan sebagai calon Kepala -

~

&

Sesa yang berhak mengikuti pemilihan j
¥ii. menghadiri pelaksanaan pemilihan Kepala Desa 3

ive memberiken saran den pertinmbangan kepada Bupati/Walikota -
tadya Kepala Daerah Tingkat II terhadap laporan pelaksana~
an pemilihan Kepale Desa yang disampaikan olsh Panitia Pen

w

calonan dan Pelaksanaan Pemilihan, ‘

BAB V
HAK MEMILTH DAN DIPILIH
Paéél 6

Tamg dapet memilih Kepala Desa adalsh penduduk Desa Warga Negara Re~
Wﬂﬂmm Indonesia vang ¢ . ‘ .

@e ferdafiar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan seraca sysh se-
kmrang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus 3

B sudsh nencapal umur 17 (tujuh belag) tshun atau telsh pernah kawing

me tidak dicabut hak memilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang
mempunyal kekuatan pasti '

fle tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalamse~
suatu xeglatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia
Fang berdasarkan Pancasila dan Undang-undeng Dasar 1945, seperti -
Ze30.S/PKI dan atau organisasi terlareng lainnya kecuali ditentu -

¥an Jain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

Pagal 7

(1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalsh penduduk Desa Warga
Hegara Republik Indonesia yang ¢ '

as bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 3

De setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945,
Negara dan Pemerintah Republik Indonesias

cs berkelakuam baik, jujur, adil, cerdas, mamuu dan berwibawa 5
) $ T

de tidak pernsh terlibat langsung atau tidak langsung dalam suztu
kegiatanyang menghianati Negara Kesatusn Republik Indonesia
yang berdasarken Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seper
i Ge3045/PKI dan atau kegiatan~kegisten organisasi terlarang—

lairnya j

ee tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan =
yang mempunyel kekuatan pasti j

fo tidak sedang mehjalankan pidana penjara atau kurungan berdasar
kan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti,
- karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang -

kurengnya 5 (1ime) tahun 3

ge terdaftar sebagal penduduk den bertempat tingsal tetap di Desa
yeng bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun te -
rakhir dengan tidak terputus-putus, kecuali bagi putra Desa -
yang berada diluar Desa yang bersangkutan

d e Gupmicie .



B sekurangbkurangnyagtelah berumir 25 (dua puluh lima) tahun

T

lan setinggi-tingginys 60 (enam puluh) tahun 3
ie sehat jasmani dan rchani 3 '

'

e sekurang»kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Pertama stay -
yang berpengetahuan/berpengalaman yang sederajat dengan itu.

(2) Pegowai Negeri yang mencalokkan diri sebagai Kepala Dess selain
harus memenuhi persyaratan sebagal dimaksud dalam ayat (1) ke -
ciali huruf g Jugz harus memiliks surat keterangan persetujuan-

" dari atasamnya yong berwenang untuk itu,

(3) Bagi Pegawai Negeri dan putra Desa yang terpilih dan diangkat -
‘ nenjadi Kepala Desa terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai-
Kepala Desa harus bertempat tingpal di Deaa yang bersangkutan,

Pasal 8

Dalam pemilihan Kepala Desa, setiap Warga Negara Republik Indonesia,
penduduk Desa yang bersangkutan dan +telsh memenuhi persyaratan tep-
sebut‘padafpasal 6 dan pasal 7y merpunyai halk memilih dan hak gipilinh
diwajibken hadir dan tidak boleh mewakilkan kepada siapapun dan de=

ngan alasan apapuns

BAB VI
PENCALONAN KEPALA DESA
. Pgsal ¢

(1) Permohonan pencalonan Kepala Desa diajukan secars tertulis ke -
pada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingket IT malaluf Ponie
tia Pencalonan dan Peloksanaan Pemilihan dengan dilengkapi ke -
terangan—keterangan yang diperlukan.
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Dalam hal Pegawai Neperi sebagainmana dimaksud dalam pasal 7 ayat
2) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa ia ekan dibebaskan
Senmentara dari Jabatan organiknva selama menjadi Kepala Desa -
: tanpa(kehilangan,haknya sebagai Pegawai Negeri, :

BAB  VIT
PELAKSANAAN PEMILTHAN KEPALA DESA
Pasal 10

Sekuramgbkurangnya 7 (tujuh) hari sebelur: pemilihan dileksanakan,
Panitia Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan memberitahukan kepada pen
duduk Desa yang berhak memilih dan mengadakan Penguruman=-pen gurmiman--
gl tempatetempat yang terbuka, tentang akan diadaka a pemilihs -
Kepala Desa,

Pasal 11
(l)‘Pemilihan'harus bersifat langsung, uwmm, bebas dan rahasia,

(2) Setiap yang mempunyai hek memilih hanya mempunyai saty suara dan
- tidek boleh diwakilkan.

(3) Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telahe-
ditentukan oleh Panitia Pengawas,

(4) Pemilihan dilaksanskan di dalam Wilayah Desa yang bersangkutan e

(5) Gubegnur Kepala Daerah Tingkat I merberikan petunjuk pelaksanaan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

(6) Untux melaksanakan ketentuan sebagaimana petunjuk dalam ayat {5)
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dapat menunjuk Bupati/Walikotae
nadya Kepala Daersh Tingkat IT. \ '



Pasall 12

(1. Untuk rmelaksanakan Keputusan Kepala Desa se'bagaimana dimakosd
dalam pasal 11 Kepala Desa menetepkan kebijaksanaan pelaksans
dengan Keputusan Kepala Desa. :

(2). Keputusan Kepala Desa sebagaim‘diﬂaksud dalam ayat (1) tem
busannya disempaikan Kepada Bupatifialikotamadya Kepala Dae <
- rah Tingkat IT melalui Camat,

BAB VT

PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAVASAN
Pasal 13

{1)s Kepala Desa memberikan pertanggung Jawaban pelaksanaan keputy
san Desa kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat IT
melalui Camat, »

(e Kepala Desa memberikan keterangan pertangaung jowaban sebagad
mena dimaksud dalam ayat (1) kepada lembaga Musyawareh Dess a
dalam kesempatan Rapat Kembaga Musyawarah Desa, ‘

Pasal 14

(1)+ Pengawasan Pelaksanasn Keputusan Desa dilakukan oleh Btipa‘bi/-
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atay pejabat lain yang
ditunjuk olehnya, : g :

(2)s Keputusan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud
dalam pasal 6 dan pasal 12 apabila termyata sctelah dilaks:
kan bertentangan dengan dengan kepentingan wmm dan reraturan
Per=Undangeundangan yang berlaku y dibotakkan oleh Bupati/Wali
kotamadya Kepala Daerah Tingkat IT, '

BAB VII
Pagal 15

Jengan berlakunya Peraturan Daerch ini maka semn Pepraturan Perun -
e 1 yang mengatur, mengenai Keputusan Desa dan ketentuan-
¥=tentuan lain yang bertentengan dengan peraturan Daerash ini dinyg
t2kan tidak berkeku . v ,

Pasal 170.00-0000..,0.0:..:00



‘Pasal  17 

' Peraturan Dacersh ini mulad berlalm sejak tanggal dimdangkan dalam :
Lembaran Daerah’ Pmpinsi Daereah Tingka I Jambi e

'mmmmmunmawmimmm L Janbi ﬂ3m11%h
R f TINGKAT I JAMBI  ySTRNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

KETUA
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Diundangkan dalam Leubaran Daerah Prcpinsi
Daerah Tingkat I Janbi Pada Tanggal 28-6
Tahtm 1981 No. 153 Seri D No. 145
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